
 

 

                            

 

 
WALI KOTA PALU 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 

PERATURAN WALI KOTA PALU 

NOMOR  19  TAHUN 2021 

TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

ANUTAPURA PALU   

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
WALI KOTA PALU, 

 
 

Menimbang  :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat 

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;  

 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3555); 

 
 

  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

 

SALINAN 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1213); 

 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

ANUTAPURA PALU. 

       
  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

2. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Anutapura Palu yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Anutapura 

Palu adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 

Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu pada Dinas Kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

keuntungan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas serta 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  

3. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang 

diberikan oleh BLUD RSUD Anutapura Palu termasuk imbal hasil 

yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup 

seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.   

4. Daerah adalah Kota Palu.  

5. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.  

6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara  

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan. 

 

 

BAB II 

TARIF LAYANAN 



 

 

Pasal 2  

(1) BLUD RSUD Anutapura Palu dapat memungut biaya kepada 

masyarakat/pengguna jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau 

jasa layanan yang diberikan. 

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif Layanan yang disusun 

atas dasar perhitungan biaya satuan perunit layanan atau hasil 

perinvestasi dana. 

(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan 

hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau 

sebagian dari biaya perunit layanan. 

(4) Komponen biaya satuan perunit layanan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan 

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan 

kepatutan, dan kompetisi yang sehat. 

(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa 

besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD 

Anutapura Palu. 

(6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

Pasal 3 

(1) Tarif Layanan BLUD RSUD Anutapura Palu meliputi komponen jasa 

sarana dan jasa pelayanan.  

(2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Anutapura Palu  

atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/ 

alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka 

pelayanan medis dan penunjang medis. 

(3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa 

yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, 

pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya. 

 



 

 

(4) Penentuan besaran jasa pelayanan dengan mempertimbangkan 

masukan dari berbagai unsur pelayanan, jasa pelayanan untuk jenis 

pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas 

pelayanan dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan 

pada BLUD RSUD Anutapura Palu, 

(5) Besaran Jasa Pelayanan kesehatan untuk program jaminan kesehatan 

nasional dan/atau untuk program tertentu berada dalam kisaran 30-

50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total 

pendapatan BLUD RSUD Anutapura Palu.   

(6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa 

tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya. 

(7) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Anutapura Palu. 

 
 

Pasal 4  

(1) Direktur RSUD Anutapura Palu dapat membebaskan sebagian atau 

seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan 

pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau 

situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD 

Anutapura Palu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi 

banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, 

gunung meletus; 

b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/ huru-hara yang 

mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan 

menjadi rusak; 

c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/ standar prosedur 

operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa 

genset meledak, boiler meledak, Central Sterile Supply Department 

(CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau 

d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di 

daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah 

kesehatan dengan kriteria tertentu. 



 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

 

Pasal 5 

(1) Bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan 

nasional Tarif Layanan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan 

oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Tarif Layanan bagi program layanan kesehatan tertentu atau yang 

belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada 

standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Palu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu (Berita Daerah Kota 

Palu Tahun 2014 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Palu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


